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Pemda Dalam Ekonomi Syariah

Oleh Mustafa Kamal Rokan

Pemda Yogyakarta memberikan bantuan sertifikasi halal
bagi UKM. Hasilnya, jumlah produk bersertifikasi halal
terus meningkat setiap tahun, mencapai 200 persen

alah satu perbedaan perkem-
bangan industri syariah di Indo-
nesiadengan Malaysia adalah
persoatan peran pemerintah
(state role). Harus diakui, di negara Malaysia,
ekonomi syariah lebih cepat “berlari” dari-
pada dilndonesia yang hanyasecepat “ber-
jalan”. Keberpihakan pemerintah Malaysia
terhaddp keberadaan ekonomi syariah
sangat jelas dan kentara, misalnya penem-
patan dana BUMN Malaysia ke industri
syariah. Demnikian pula dana haji penduduk
Malaysia ditempatkan di bank syariah,
belum lagi keberpihakan negara melalui
regulasi {syariah complaint) untuk me-
nyebutkan sekedar contoh.
Sedangkan di Indonesia, industri
syariah belum didukungsecara serius oleh
pemeriniah. Misalnya. dana pemerintah
belum ditempatkan di bank-bank syariah,
bahkan dana Kementerian Agamasekalipun
masih banyak beredar di bank konvensional,
Betumilagi regulasi tentang ekonomisyariah
yang masihsangat terbatas dan scterusnya.
Dengan kata lain, jika Malaysia mengem-
bangkan ekonomi syariah bersifat top
down, sedangkan di Indonesta lebih berha-
rap pada minat dan geliat masyarakatnya
sendiri atau bersifat buttom up.
Namun demikian, kita tidak perlu kecil
hat terhadap perbedaan keberpihakan ini.
Sembari menunggu keberpihakan peme-
rintah pusat secara serius, kita masth bisa
berharap dari pemerintah daerah (Pemda).
Era otonomi daerah saat ini sungguh me-
nyisakan harapan besar keberpihakan
Pemda terhadap ekonomi syariah. Pernbe-
rian kewenangan besar kepada Pemda
m rusekonomi mempunyai celahbesar
untuk mengermbangkan ekonomi syariah.
Syarat terpenting tenlunya terletak pada
kemauan {potitical will) Pemda atau lebih
tepatnya kepala daerah untuk mengem-
bangkan ekonomi syariah.
Keberpihakan Pemda terhadap ekono-
mi syariah sebenamya sudah mulai terlihat
diberbagai dacrah di Indonesia. Beberapa

contoh daerah dapat dikemukakan misal-
hya, Pemda Yogyakarta membuat kebijekan
ekonomi dengan memberikan bantuan
sertifikasi halal produk bagi pelaku usaha
kecil (UKM). Hasil kebijakan ini, jumlah
produkyangbersertifikasi halal diYogyakarta
terus meningkat setiap tahun, mencapai
200 persen., Jika sebelumnya hanya 200-
an produk UKM yang bersertifikat halal.
saat ini terdapat 500-an produk UKM yang
telah bersertifikat di Yogyakarta.
Demikian pula Pemda Provinsi Sura-
tera Barat, selain membuat kebijakan pem-
berian sertifikat haial secara gratis bagi
pelaku UKM. Juga menggandeng Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
mengawasi peredaran makanan pelaku
usaha UKM. Tidak hanya itu, Pemda Sum-
bar juga inemberikan fasilitas madal bagi
pelaku usaha kecil serta memberikan fasili-
tas Koperasi Jasa Keuangan Syarial: {(KJKS)
untuk memperoleh badan hukum. Hasil
kebijakan ekonomi ini, terdapat 76 KIKS
di kota Padang yang tetah memiliki badan
hukum. Menariknya, program yang meru-
pakan tindak lanjut dari program Kredit
Mikro Kelurahan (KMK) periode 2008-2009
merupakan dana berasal dari APBI) peme-
rintah setermpat. Program seperti ini tidak
hanya membuat pertumbuhan ekonomi
semakin menggeliat, juga dapat imenyerap
tenaga kerja secara luas.
eberpihakan Pemda terhadap ekono-
mi syariah juga dilakukan Pemda Nusa
Tenggara Barat (NTB). Pemda NTB menc-
rapkan kebijakan ekonomi dengan cara
mendorong pembentukan koperasi syariah
bagi masyarakat yang berminal membuat
koperasi. Dengan program ini, pada kurun
waktu waktu 2009-2014 1elah terbeniuk
1 70lebih koperasisyariah di NTB, Bahkan,
Pemda NTB menargetkan 500 koperasi
syariah terbentuk kurun tahun 2014-2019
ke depan. Sedangkan bagi koperasi konven-
sional, Pemda NTB memberikan pembe-
basan biaya perubahan akra notaris bagi
koperasi konvensional yang sudah terbentuk

daningin mengubah menjadi koperasi sya-

riah. Menariknya, Pemda NTB secara krea-

tif memberikan insentif bagi koperasi

syariah dengan cara membebaskan biaya

pembua-tan akta notaris bagi masyarakat
ang ingin membuat koperasi syariah yang
aru.

Memperkuat Peran Pemda

Penguatan peran Peida adalah sesuai
amanat 1945, dimana Pemda berwe-
nang mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas oto-
nomi dan tugas pembantuan. Pemberian
otonomi seluas-luasnya kepada dacrah
seyogyanya diarahkan mempercepat ter-
wujudnya kesejahreraan dan kemakmuran
masyarakat melalui peningkatan petayanan,
pemberdayaan dan peran serta ma-
syarakat.

Disamping itu, tlaerah diharapkan
mampu meningkatkan daya saing dengan
memperhatikan prinsip pemerataan, ke-
adilan, serta potensi dan keanekaragaman
daerah. Karena itu, mendorong Pemda
untuk memperhatikan perkembangan
ekonoini syariah yang merupakan bagian
dari ekonomi nasionai—adalah sebuah
keniscayaan dalam rangka merrpercepat
kesejahteraan dan kemakmuran masyara-
kat daerah setempat. Pemda secara kreatif
dapat membuat kebijakan ekonomi yang
dapatmendorong perkembangan ekonomi
syariah. Beberapa bentuk peran Pemda
terhadap perkembangan ekonomisyariah
misalnya dapat berupa:

Pertama, pemerintah melalui political
will dapat mengarahkan masyarakat meng-
gunakan jasa industri ekonomii syariah se-
perti gerbankan syariah. Misalnya dapai
mermberikan porsi dana-dana pemerintah
untuk ditempatkan di perbankan syariah,
seperti dana asuransi. dana pensiun juga
proyek-proyek penibangunan yang ineng-
gunakan dana APBD dapart diarahkan
melalui perbankan syariah daninstrumen
ekonomi syariah lainnya. Contoh penggu-
naan dana APBD dapatdilihat program
KMK Pemda Sumbar vang secara serius
mengaloKasikan dana APBT mendorong
industri syariah.

Kedua, memberikan keberpihakan
kepadaindustri syariah melalui kebijakan
khusus. Pemerintah daerah melaui meka-
nisime pengambil kebijakan dengan DPRD
dapat mernberikan kebijakan khusus dalam

mengembangkan ekonomi syariah. Terkait
pengambil kebijakan, pemerintah daerah
dapat melihat karakteristik, potensi dan
peluang daerah tersebut dalam rangka me-
ningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Bagidaerah yang memunyai karakteris-
tik dan potensi wisata syariah misalnya,
Pernda dapat memberikan kebijakan khu-
sus berupa kemudahan sertifikasi halal
bagi pelaku usaha makanan dan hotel dan
seterusnya. Pemda NTB misalnya, mem-
berikan kebijakan khusus terhadap pro-
gram wisata syariah sebab sebagaimana
diketahui NTB dikenal sebagaidaerah wisata
dari dalam maupun mancanegara. Demi-
kian juga Pemda Jawa Timur yang mem-
berikan kebijakan khusus pemberdayaan
ekonomi pesanteren, sebab Jawa Timur
adalah daerah yang banyak berdiri wen
dimana sangat potensial dikembangkan
ekonomi berbasis syariah.

Ketga, memberikan fasilitas bagi lema-
baga ekonomi syariah. Harus diakui bahwa
lembaga ekonomi syariah sangat membu-
tuhkan perarn pemerintah memfasilitasi
instrurnen ekonomi syariah agar dapat
berjalan maksimal. Salah satu contoh pen-
tingadalah penguatan lembaga zakat dan
wakaf. Sebagaimana praktek di lapangan.
peran Badan Amil Zakat (BAZ) dan Badan
Wakaf Indonesia (BWI) pusatlebih kepada
fasilitator regulasi dan sistemkerja disam-
ping tentunya program konkrit lainnya.
Namun, pelaksanaan program yang bersen-
tuhan langsung kepada masyarakat lebih
strategis dilakukan dilakukan oleh BAZDA
dan BWI daerah dimana kinerja lembaga

“Tersebut sangat dipengaruhi keberpithakan

Pemda setempat. Pemda seyogyanya dapat
memmberikan fasilitas baimrupa penda-
naan memadai maupun fasilitas berupa
akses kegiatan produktif dan tuas dalam
rangka meningkatkan kinerja lembaga
ekonomi syariah.

Jika keberpilyakan Pemda kepada ins-
trumen dan lernbaga ekonomi syariah se-
makin kuat, diyakini perkembangan ekono-
mi syariah di Indonesia mengalami pening-
karan pesat—sembari berharap ke-berpi-
hakan pemerintah pusatjuga terus mening.
kat terutama di bidang regulasi dan kebija-
kan ekonomi secaraurnurn. Semoga. Amin.
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